
 

 

 

 

PENETAPAN STANDAR OPERA

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

Menimbang : a. bahwa

bertanggungjawab

fungsi

Pintu

prosedur

b. B

tersebut 

Operasional

Pelayanan

ditetapkan

Mengingat : 1. Undang

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara R

I

R

2. Undang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);
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BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN  BUPATI FAKFAK

NOMOR 100 - 300 TAHUN 2019

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL  PRO

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK

bahwa untuk menciptakan

bertanggungjawab dalam melaksanakan

fungsi Dinas Penanamn Modal  dan

Pintu Kabupaten Fakfak, perlu

prosedur; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

tersebut dalam huruf a, perlu

Operasional Prosedur lingkup 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara R

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

FAKFAK 

PAPUA BARAT 

FAKFAK 

TAHUN 2019 

PROSEDUR DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

FAKFAK 

FAKFAK 

menciptakan aparatur profesional dan 

melaksanakan tugas pokok dan 

Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu 

, perlu menyusun standar operasional

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Standar

 Dinas Penanaman Modal dan 

Satu Pintu Kabupaten Fakfak, dan 

Bupati Fakfak; 

Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor  2907); 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN

dan 

pokok dan 

Satu 

operasional 

maksud 

Standar 

Penanaman Modal dan 

, dan 

Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Kabupaten 

epublik 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4594); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5348); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5357); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5887); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6123); 

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Atap; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perizinan Terpadu; 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan; 

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 0130 ; 

25. Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 

KabupatenFakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2016 Nomor 059); 

26. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 

Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2017 Nomor 021); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana dalam Diktum 

KESATU, meliputi Sekretariat Dinas, Bidang Perencanaan Iklim 

Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan, Bidang Promosi Penanaman Modal, dan Bidang 

Pengedalian Penanaman Modal. 

KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana 

terlampir, dipergunakan sebagai acuan bagi aparat Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Fakfak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu melakukan monitoring implementasi Standar Operasional 

Prosedur setiap 6 (enam) bulan. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
    UMAR FAISAL BAUW 
 NIP. 19720703 200111 1 001 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Fakfak 
pada tanggal, 9 Desember 2019 

BUPATI FAKFAK, 

    CAP/TTD 

MOHAMMAD USWANAS 


